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BUPATI MIMIKA

PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR    222   TAHUN   2025

TENTANG

PENETAPAN NARAsuMBER KEGIATAN AKsl KONVERGENsl sruIV7TIVG
DI KABUPATEN MIMIRA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

Menimbang   :   a.   bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan  kegiatan  aksi
kovergensi stunting di Kabupaten Mimika Tahun 2025,  perlu
menunjuk narasumber pelaksanaan  aksi kovergensi  stLtndng
Tahun 2025;

b.   bahwa  berdasarkan  pertimbangan  dimaksud  dalam  huruf a,
perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat     :    1.   Undang-      Undang     Nomor     45     Tahun      1999      tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi lrian Jaya
Barat,   Kabupaten   Paniai,   Kabupaten   Mimika,   Kabupaten
Puncak  Jaya  dan  Kota  Sorong  (I.embaran  Negara  Republik
Indonesia   Tahun   1999   Nomor   173,   Tambahan   I.embaran
Negara Indonesia Nomor 3894) ;

2.   Undang  -Undang    Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi
Khusus   bagi   Provinsi   Papua   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia   Tahun   2001   Nomor   135,   Tambahan   I,embaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4151);  sebagaimana  telah
diubah   beberapa   kali   terakhir   dengan   Undang   -   Undang
Nomor 2 Tahun 2021  tentang Perubahan Kedua atas Undang~
Undang Nomor 21  Tahun 2001  tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi  Papua     (I.embaran     Negara     Republik     Indonesia
Tahun    2021    Nomor    155,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6697) ;

3.   Undang-Undang   Nomor   18   Tahun   2012   tentang   Pangan
(Ifmbaran   Negara      Republik      Indonesia      Tahun      2012
Nomor   227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360) ;
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4.   Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244,  Tambahan  I.embaran  Negara Republik Indonesia
Nomor      5587),      sebagalmana      telah      diubah      dengan
Undang -  Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang  Penetapan
Peraturan     Pemerintah     Pengganti     Undang     -     Undang
Nomor    2    Tahun    2022     tentang    Cipta    Kelja    menjadi
Undang-Undang    (I,embaran     Negara    Republik     Indonesia
Tahun    2023    Nomor    41,    Tambahan    Lembaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6856) ;

5.   Undang  -  Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah
(Lembararl     Negara     Republik     Indonesia     Tahun     2022
Nomor  4,  Tambahari  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6757);

6.   Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun    2022    Nomor    158,    Tambahan    I.embaran    Negara
Republik Indonesia Nomor 6804) ;

7.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan
(Lembaran   Negara      Republik      Indonesia      Tahun      2023
Nomor   105, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  6887);

8.   Peraturan    Pemerintah    Nomor     17    Tahun    2015  tentang
Ketahanan  Pangan  dan  Gizi     (Lembaran  Negara     Republik
Indonesia    Tahun    2015    Nomor    60,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5680) ;

9.   Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia   Tahun   2019   Nomor   42,   Tambahan   Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

10.   Peraturan  Presiden  Nomor  82  Tahun  2018  tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor  165), sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  64  Tahun  2020  tentang
Perubahan    Kedua    Atas    Peraturan    Presiden    Nomor    82
Tahun  2018  tentang  Jaminan  Kesehatan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11.   Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penurunan  Stunting  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2021  Nomor 172);

12.   Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 23  Tahun  2014  tentang
Upaya   Perbaikan   Gizi   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Tahun 2014 Nomor 967);

13.   Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  8  Tahun  2019  tentang
Pemberdayaan  Masyarakat  Bidang  Kesehatan  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
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14.   Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77   Tahun   2020
tentang   Pedoman   Teknis    Pengelolaan    Keuangan    Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15.   Keputusan   Menteri   Perencanaan   Pembangunan   Nasional/
Kepala   Badan    Perencanaan    Pembangunan    Nasional    No.
10/MPPN/HK/02/2021       tentang       Penetapan       Perluasan
Kabupaten/ Kota Ijokasi Fokus lntervensi Penurunan  Stunting
Terintegrasi Tahun 2022 ;

16.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  5  Tahun  2022
tentang   Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Daerah
Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);

17.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mimika  Nomor  1  Tahun  2025
tentang  Anggaran   Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran    2025    (I.embaran    Daerah    Kabupaten    Mimika
Tahun 2025 Nomor 1);

18.   Peraturan  Bupati  Kabupaten  Mimika  Nomor  2  Tahun  2025
tentang     Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Daerah
Tahun   Anggaran   2025   (Berita   Daerah   Kabupaten   Mimika
Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN  :
Menetapkan    :

KESATU Menunjuk  Narasumber  kegiatan  Aksi  Konvergensi  St[tndng di
Kabupaten Mimika Tahun 2025.

KEDUA             :      Narasumber kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
Keputusan ini sebagai berikut:

Nana            :    Besse Kuti, ST
Jabatan       :   Tenaga Ahli pendamping percepatan

Penurunan Stunting

KETIGA :     Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT        :      Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal,11  Juli  2025

BUPATI MIMIRA,
ttd

joHANNEs RETroB
Salinan sesuai dengan aslinya
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SALINAN Keoutusan ini disamoalkan ke|rada Yth:
1.   Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2.   Gubemur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3.   Karo Hukum Setda frovinsi Papua Tengah di Nabire;
4.   Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5.   Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika;
6.   Inspelctur Inspekeorat Daerah Kabupaten Minika di Timika;
7.   Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Mimika di Timika;
8.   Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindurigan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Miniika di Timika;
9.   Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Derah Kabupaten Mimika di Timika;
10. YanFz bersanrfutan untuk diketahui dan dilaksanakan.


